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PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 11 TAHUN 2009
TENTANG
KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TASIKMALAYA,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf ¢ Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah
Daerah mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat;

bahwa dalam rangka meningkatkan tata kehidupan yang tertib,
nyaman dan tenteram di Kota Tasikmalaya perlu adanya pengaturan
di bidang ketertiban umum dengan memperhatikan norma agama
dan budaya masyarakat Kota Tasikmalaya,

bahwa pengaturan ketenteraman dan ketertiban umum dalam
Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2005 tentang
Ketenteraman dan Ketertiban Umum perlu disesuaikan dengan
ketentuan  peraturan  perundang-undangan dan  dinamika
masyarakat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Ketertiban Umum,;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3040);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3461);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang

Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
(Lembaran Negara Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3698);
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6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3699);

7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan
Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3789);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota
Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4117);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4247);

10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

11.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3489);

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

15_Non195égr21820ndang Nomor 44  Tahun 2008 tentang
Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4928);
16. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5025);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3527),

18. Pera)turan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan
Rokok bagi Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4276);
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4428);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2003 tentang
Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya
Tahun 2003 Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang
Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 10);

24. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Kebersihan, Keindahan dan Kelestarian Lingkungan (Lembaran
Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 29);

25. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Fatwa Pengarahan Lokasi (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya
Tahun 2004 Nomor 33);

26. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 39);

27.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Penataan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun
2004 Nomor 46);

28. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2004 tentang
Irigasi (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor
48);

29. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2005 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun
2005 Nomor 52);

30. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kota
Tasikmalaya Tahun 2005 Nomor 56);

31. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota
Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008
Nomor 83);

32.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92);

33.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya
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Tahun 2005 — 2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun
2008 Nomor 89);

34.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Tasikmalaya Tahun 2008-2012 (Lembaran Daerah Kota
Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 96);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA
dan

WALIKOTA TASIKMALAYA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tasikmalaya.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4

. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Tasikmalaya.

5. Penyidik Polri adalah Penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS
adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota
Tasikmalaya yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang
untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan
daerah yang memuat ketentuan pidana.

7. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang
menerbitkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketertiban adalah suasana yang mengarah kepada keteraturan
dalam masyarakat menurut norma vyang berlaku sehingga
menimbulkan motivasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang
diinginkan.

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak
melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer dan perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau
daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun masa, organisasi sosial politik atau
organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan untuk
usaha yang sejenis.
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Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang
digerakkan oleh tenaga manusia atau hewan.

Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap
dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum,
yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di
bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air,
kecuali jalan rel dan jalan kabel.

Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

Ruang milik jalan adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat
jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi
oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk
memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan
antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada
masa yang akan datang.

Ruang manfaat jalan adalah suatu ruang yang dimanfaatkan untuk
konstruksi jalan dan terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, serta
ambang pengamannya.

Bahu jalan adalah bagian tepi jalan yang dipergunakan sebagai
tempat untuk kendaraan yang mengalami kerusakan berhenti atau
digunakan oleh kendaraan darurat yang sedang menuju tempat
yang memerlukan bantuan kedaruratan pada saat jalan sedang
mengalami kepadatan yang tinggi.

Trotoar adalah bagian dari ruang manfaat jalan yang hanya
diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.

Alat pemberi isyarat lalu lintas adalah perangkat elektronik yang
menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat
bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di
persimpangan atau pada ruas jalan.

Pengemis adalah orang yang baik secara sendiri-sendiri maupun
bersama-sama meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara
dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta
dimaksudkan untuk mendapatkan penghasilan.

Fasilitas umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan
umum berupa jalan, trotoar, taman kota dan tempat-tempat umum
lainnya.

Taman adalah semua bentuk taman yang berada di Kota
Tasikmalaya yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Khomar adalah segala sesuatu yang apabila dikonsumsi dapat
menyebabkan mabuk, terganggu kesadaran dan daya pikir.

Minuman beralkohol adalah semua jenis minuman yang
mengandung alkohol atau ethanol.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau
bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat
menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya
rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat
menimbulkan ketergantungan.

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis
bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh
selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan
khas pada aktivitas mental dan perilaku.
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